
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 119 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir d engan 
Perat.uran Daerah Kabupat.en Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
202 .L tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabu paten Ta.sikmalaya Nomor 7 Tahun 201 6 tentang 
PembentlJkan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu 
mene tapkan Pera turan Bupati ten tang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungs i Perangkat Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka peJaksanaan kebijakan 
penyederhanaan b irokrasi d i lingkun gan instansi 
pemerin tah, perlu dilakukan pen at.aan susunan or ganisasi, 
tata kerja dan fungsi peral1gkat daerah d i lin gkungan 
Pemerin tah Daerah Kabupaten Tasikma]aya; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h uruf a d an huruf b, periu menetapkan Peraturan 
Bupa ti ten tang 3usu 11an Organisas i, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah ; 

1. Undang-Un dang Nomor 14 Ta h un 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 19 50), sebagairnana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwa k a rta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Tahun 2019 Nomor 1447); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Tahun 2021 Nomor 546); 

7 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 



Menetapkan 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT 
DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut as as 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah. 

7 . Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
8. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 

pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional danl atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 
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BAB II 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Sekretariat Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa12 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. 

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa13 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 

1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas: 
a) SUbbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah; 
b) Subbagian Pertanahan; dan 
c) Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: 
a} Subbagian Bina Mental Spiritual; dan 
b) Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bagian Hukum, terdiri atas: 
a} Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas: 
1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas: 

a) Kelompok Jabatan Fungsional. 
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: 

a) Kelompok Jabatan Fungsional. 
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas: 

1. Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas: 
a) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 

b) Subbagian Kearsipan; dan 
c) Subbagian Perpustakaan; 

2. Bagian Organisasi, terdiri atas: 
a) Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas: 
a) Subbagian Protokol; 
b} Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan 

c} Subbagian Dokumentasi; 
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4. Bagian Tata Usaha, terdiri atas: 
a) Subbagian Keuangan; 
b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan 
c) Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Staf Ahli Bupati; dan 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal4 

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan 
administratif serta melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang 
perpustakaan dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa15 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi 

daerah; 
e. perumusan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang 

pertanahan; 
f. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang 

pertanahan; 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan, bidang perpustakaan 

dan bidang pertanahan; 
h. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang perpustakaan 

dan bidang pertanahan; dan 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua 
Staf Ahli 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa16 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. 
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(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan 
oleh Sekretaris Daerah. 

Staf Ahli Bupati, terdiri atas: 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa17 

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum; 
b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan 
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa18 

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas 
memberikan rekomendasi terhadap lSU strategis kepada Bupati seSUal 
keahliannya. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa19 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian 
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan 
diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD 
setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 10 

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas: 
a. Sekretaris DPRD. 
b. Bagian Umum, terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan 
2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 
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1. Subbagian Keuangan; dan 
2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan; dan 
2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal 11 

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyru. 
tugas meliputi: 
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan; 
b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan 
c . menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal 12 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Bagian Keempat 
Inspektorat Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 13 

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal14 

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas: 
a. Inspektur Daerah; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c . Inspektur Pembantu I terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d . Inspektur Pembantu II terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Inspektur Pembantu III terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Inspektorat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal15 

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyal 
tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh 
Perangkat Daerah. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal 16 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: 
a . perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c . pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Bagian Kelima 
Dinas Pendidikan dan Ke budayaan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal17 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan un sur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal18 

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri 
atas: 
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 
2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas: 
1. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; 
2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional 

e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas: 
1. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; 
2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas: 
1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 

Pertama; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas: 
1. Kelompok J abatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Paragraf 3 
Tugas 

Pasal19 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa120 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Keenam 
Dinas Kesehatan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal21 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

Kesehatan. 

(2) Dinas Kesehatan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal22 

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas: 

a. Kepala; 
b . Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Layanan Kesehatan, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Fasilitasi Pendukung Layanan Kesehatan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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e. Bidang Pengawasan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha, 
terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Rumah Sakit Daerah; dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa123 

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan 
tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa124 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang kesehatan; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Ketujuh 
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal25 

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan 
permukiman dan bidang lingkungan hidup. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa126 

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

l. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Jalan dan Jembatan; 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Sumber Daya Air; 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi; 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Penataan Ruang; 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Bidang Lingkungan Hidup; 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan 

Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa127 

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang 
lingkungan hidup serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa128 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok se bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: 
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a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang 
perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang 
perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan 
ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang 
lingkungan hidup; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, 
bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan 
hidup; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedelapan 
Satuan Polisi Pamong Praja 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal29 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat. 
(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal30 

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama; dan 
2. Seksi Operasi dan Pengendalian; 

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas: 
1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan; 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri 

atas: 
1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; 

dan 
2. Seksi Perlindungan Masyarakat; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong 
Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal31 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 
mempunyai tugas terdiri atas: 
a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan 
c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa132 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok se bagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat di Daerah; 

c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman 
dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman 
umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
perlindungan masyarakat; 

dan ketertiban 
Bupati dan 

f. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan 
masyarakat; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kesembilan 
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa133 

(1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
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(2) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa134 

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. SUbbagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, 
terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber 
Kesejahteraan So sial, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal susunan organisasi Dinas Sosial, 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa135 

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak serta tugas pembantuan. 



16 

Paragraf 4 

Fungsi 

Pasa136 

Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 35, 
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pernberdayaan 

Perernpuan dan Perlindungan Anak rnernpunyai fungsi: 

a. perurnusan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, bidang pernberdayaan perernpuan dan perlidungan 
anak; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, bidang pernberdayaan perernpuan dan perlidungan 
anak; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, bidang pernberdayaan perernpuan dan 
perlidungan anak; 

d. pelaksanaan adrninistrasi dinas bidang sosial, bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, bidang pernberdayaan perernpuan dan 
perlidungan anak; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kesepuluh 
Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa137 

(1) Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa rnerupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(2) Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) dipirnpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa138 

(1) Susunan organisasi Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. SUbbagian Urnurn dan Kepegawaian; dan 

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas: 

1. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

d . Bidang Penataan dan Kerja Sarna Desa, terdiri atas: 

1. Kelornpok Jabatan Fungsional. 
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e. Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal39 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas 
pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal40 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan 
desa; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kesebelas 
Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal41 

(1) Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha 
kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. 

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa142 

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Koperasi, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Perindustrian, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan FungsionaL 

f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, 
terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa143 

Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas membantu 
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan 
menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas 
pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa144 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang 

perindustrian dan bidang perdagangan; 
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b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang 
perindustrian dan bidang perdagangan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan 
menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan 
menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua Belas 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal45 

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga. 

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa146 

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Pariwisata, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Kepemudaan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Olahraga, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Paragraf 3 
Tugas 

Pasal47 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa148 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, se bagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga; 
b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, bidang kepemudaan 

dan olahraga; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, bidang kepemudaan 
dan olahraga; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Ketiga Belas 
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa149 

(1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan 
bidang kelautan dan perikanan. 

(2) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa150 

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan, 
terdiri atas: 
a. Kepala; 
b . Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3 . Kelompok Jabatan Fungsional. 
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c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas: 
1. Kelompok J abatan Fungsional. 

d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Bidang Perikanan, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian, 
Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa151 

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan 
perikanan serta tugas pembantuan. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa152 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, 
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan 

dan perikanan; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang 
kelautan dan perikanan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, bidang pangan, dan 
bidang kelautan dan perikanan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian, bidang pangan, dan 
bidang kelautan dan perikanan; dan 

e. pe1aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Bagian Keempat Belas 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal53 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana 
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa154 

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. SUbbagian Perencanaan dan Keuangan; 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 
Pemanfaatan Data, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa155 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
serta tugas pembantuan. 
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Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa156 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kelima Belas 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal57 

(1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan 
bidang transmigrasi. 

(2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal58 

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dan Tenaga Kerja, terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. SUbbagian Keuangan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas: 
1. Seksi Ketenagakerjaan; dan 

2. Seksi Transmigrasi; 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa159 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu 
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi, 
serta tugas pembantuan. 

Paragraf4 
Fungsi 

Pasa160 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman 
pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakeIjaan 
transmigrasi; 

modal dan 
dan bidang 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Keenam Belas 
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal61 

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang komunikasi 
dan informatika serta bidang persandian. 
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(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal62 

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 
terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Subbagian Keuangan; 

c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas: 

1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan 
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi. 

d. Bidang Angkutan, terdiri atas: 
1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan 

2. Seksi Jaringan Transportasi. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas: 

1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan 

2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan. 
f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri atas: 

1. Seksi Persandian; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa163 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dan 
bidang persandian serta tugas pembantuan. 
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Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal64 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan 
informatika, serta bidang persandian; 

b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan 
informatika, serta bidang persandian; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang 
komunikasi dan informatika, serta bidang persandian; 

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi 

dan informatika, serta bidang persandian; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Ketujuh Belas 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal65 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan 
pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, serta penyelenggaraan 

urusan pemerintahan bidang statistik. 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasa166 

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 
c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas: 

1. Subbidang Statistik; dan 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa167 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam perencanaan 
pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang statistik serta tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa168 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, 
bidang penelitian dan pengembangan; 

b. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan 
daerah, bidang penelitian dan pengembangan; 

c . pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah; 
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan 

pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan; 

e. pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang 
penelitian dan pengembangan; 

f. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan mlSI 
daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah; 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik; 
h. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan 

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Bagian Kedelapan Belas 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa169 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan 
unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, serta 
pendidikan dan latihan. 

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 70 

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, terdiri atas: 
a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 
c . Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri 

atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa171 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan 
serta tugas lain yang diberikan Bupati. 
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Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa172 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 , 
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian 
Daerah, pendidikan dan latihan; 

b . pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan 
pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas 
dan kompetensi pegawai; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, 
pendidikan dan latihan; 

d. pembinaan teknis bidang kepegawaian; 

e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kesembilan Belas 
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 73 
(1) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur 

penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan 
dan aset Daerah. 

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 74 

(1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, 
terdiri atas: 
a . Kepala; 
b . Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Anggaran, terdiri atas: 
1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I; 
2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas: 
1. Subbidang Perbendaharaan I; 
2. Subbidang Perbendaharaan II; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas: 
1. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan 
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan; 

f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas: 
1. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan; 
2. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas: 
1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah; 
2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri 
atas: 
1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah; 
2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa175 

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan 
aset Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal76 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, 
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan. 

pendapatan dan aset Daerah; 
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan 

aset Daerah; 

c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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Bagian Kedua Puluh 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa177 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang urusan 
pemerintah dalam pengelolaan pencegahan dan penanganan darurat dan 
pasca kebencanaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang 
secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal 78 

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: 

a . Kepala; 

b. Unsur Pengarah; dan 
c. Unsur Pelaksana. 

Pasa179 

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunym tugas 
memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas 
dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Pasal80 

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berada di bawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah selaku Ketua Un sur Pengarah. 

Pasa181 

(1) Un sur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

(2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan 
fungsi sehari-hari. 

(3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: 

a. Kepala Pelaksana; 
b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas : 

1. Subbagian Keuangan; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas: 
1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 tercantum dalam 
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasal82 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi 
penunjang dalam hal: 
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; 
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang­
undangan; 

h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala 
Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 
kondisi darurat bencana. 

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 
bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1), sesuai dengan 
kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal83 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 
dan 
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b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu dan menyeluruh. 

Bagian Kedua Puluh Satu 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasa184 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah sebagai 
unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang 
kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf2 
Susunan Organisasi 

Pasa185 

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. SUbbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan 
2. SUbbagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial 
Budaya dan Agama, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e . Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas: 

1. Kelompok Jabatan Fungsional. 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa186 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pemerintahan Daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri di Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. 
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Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal87 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa 
dan politik di Daerah; 

b. pelaksanaaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, so sial dan budaya, pembinaan 
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di 
Daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan 
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik so sial di Daerah; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila 
dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, so sial dan budaya, 
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan 
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah; 

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimp in an Daerah; 

f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua Puluh Dua 
Kecamatan 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal88 

(1) Kecamatan merupakan Pe ran gkat Daerah sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyal wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 

Camat. 
(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasa189 

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas: 
a. Camat; 

b. Sekretariat terdiri atas: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. SUbbagian Perencanaan dan Keuangan; 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; 

e. Seksi Kesejahteraan So sial; 

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tugas 

Pasa190 

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan 
oleh Bupati. 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasa191 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 
Kecamatan mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati; 

f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; 

1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang 
tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di 
kecamatan; 
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J. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya; 
k. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

BABIlI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal92 

(1) Dalam setiap Perangkat Daerah dapat ditempatkan Kelompok Jabatan 
Fungsional berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas 
sesuai kewenangannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai 
dengan keahlian danl atau keterampilan tertentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang 
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum 
pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa193 

Rincian tugas dan fungsi unit kerja pad a Perangkat Daerah diatur tersendiri 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasa194 

(1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD. 
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu Perangkat Daerah induknya. 

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi 
serta tata kerja UPTD pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasa195 

Pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebelum 
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampaI 
dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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Pasal96 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal97 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundan gkan di Singaparna 
pada tanggal 24 Desember 202 1 

IS DAERAH 
ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 24 Desember 2021 

~ 
/ BYPAT 



LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
11 9 TAHUN 202 1 

1 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

r SEKRETARIS DAERAH 

I 

I ASISTEN 1 I 
ASISTEN 

I I PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEREKONOiVIIAN DAN PEMBANGUNAN 

r I r I f 
BAGIAN BAGAN 

I 
. BAGIAN 

I 
~ BAGIAN I BAGIAN I BAGIAN 

TATA KESEJAHTERAAN HUKUM PEREKONOMIAN PENGADAAN UMUM, 
PEMERINTAHAN RAKYAT DAN ADMINISTRASI BARANG DAN JASA 

~~~~~~:: DAN PEMBANGUNAN H'UN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
KERJASAMA BINA MENTAL KEl.OMI'OK J ABATAN KELOM J>OK JASATAN 

RUMAH TANGGA 
DANOTONOMI 

KEl.QMPOKJABATAN 
DAN SPIRITUAL PUNGS[ONAI. FUNOSiONAI. FUNOSIONAL 

DAERAH PERLENGKAPAN 

SUBBAGlAN SUBBAGIAN 
PERTANAHAN KELOMPOK JABATAN KEARSIPAN 

FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 

KELOMPOK JAnATAN 
PERPUSTAKAAN 

PU~OSIONAI. 

I I 
ASISTEN 1 STAF AHLI 

ADMINISTRASI UMUM BUPATI 

1 I. BIDANG 
PEMERINTAHAN 
DAN HUKUM 

1 1 I 2. BIDANG 

r 

PEREKONOMIAN 
BAGIAN I BAGIAN BAGIAN DAN 

ORGANISASI PROTOKOL DAN TATA USAHA PEMBANGUNA.1'II 

K~~~~~SI 3. BIDANG 
KEMASYARAKATAN 
DAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

KELO/dPOK JABATAN PROTOKOL KEUANGAN 
FtlNOSIONAL 

SUBBAGlAN SUBBAGIAN 
KOMUNIKASI TATA USAHA DAN 

PIMPINAN KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 
DOKUMENTASI 

KEt.OMPOK JABATAN 
FUNQSIONAL 

.~~ALAYA' 
~ 
) 

" 'J',' 
"-



LAMPIRAN II 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2 0 21 

2 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA 

SEKRETARIS DPRD l 
I 

I I I I 
BAGIAN BAGlAN BAOiAN BAGIAN 

UMUM PERENCANAAN DAN PERSIDANCAN DAN FASILITASI LEGISLASI DAN 

KEVANGAN 
HUBUNGAN MASYARAKAT DOKUMENTASI HUKUM 

SVBBAGlAN SVBBAGIAN SUBBAGIAN 

TATA V SAHA DAN KEVANGAN HUBUNGAN I 

KEPEGAWAIAN MASYARAKAT DAN KELOMPOK JABATAN 

KEPROTOKOLAN 
PUNQSIONAL 

I 

KEI.OMPOK J,'BATAN KELOMPOl\ JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNOSIONAL FUNOSIONM. P'UNOSIONAL 



LAMPlRAN III 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 202 1 

3 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

I 
INSPEKTUR DAERAH 

I 

1 
:---------------l SEKRETARIAT 

I 
I 

I I 

I 
~ 

I SUBBAGlAN 

I I 
SUBBAGlAN 

I UMUM DAN KEUANGAN I 
I KELOMPOK JAB.4.TAN KEPEGAWAlAN 
I FUNGSIONAL 
I 
I 
I 

I ~ -- - - - ----- - - ------ - -- ~ i- - --- -- - -- --~--- ---- -r - I- ------ - - - ----- - - - ---, I 
INSPEKTUR PEMBANTU l NSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU 

I II JJI KHUSUS 

L- ~ KELOMPOK JABATAN 
'- ~ KELOMPOK JABATAN - KELOMPOK JABATAN L- ~ KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I 
I 

.. ' 

l
r_, 

.~ ~ ~ \ . 
..... r 

, ~. . 

~
~. ~ ,,~ 

, . 
J ! :--. 

I 



LAMPIRAN IV 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

4 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA 

I 
ImPALA l 

I 
SEKRETARIAT -- - -- ---- --- ------

I 
I 
I 
I 
I I I 
I 

I 
SUBBAGIAN I 

I KELOMPOK JABATAN UMUM DAN 
I 

~'UNaSl0N Al. K EPEGAWA IAN 
I -
I 
I 
I 

I 

I 
SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

r '----- -------------t r - - --- - - -- --:- -- --- -- --iT- - ---- -- - - - -- --- +- - - - -- - -- --- - --- ~ ~ 
II SIOANG I BIDANG 1 : r BIDANG :1 1 BIDANG 1 I BIDANG PENDlDlKAN ANAK USIA DINI 
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT SEKOLAH DASAR : SEKOLAH MENENGAH GURU DAN TENAGA KEBUDAYAAN 

I PERTAMA KEPENDIDlKAN 
I 
I 
I 

SEKSI SE KSI I 
SEKSI SEKSI I 

PENDIDIKA N ANAl< KE SISWAAN SEKOLAH I KESISWM N SEKOlAH PEMBINMN GURU DAN 

USIA D INI --" DASA R I MENENGAH PERTAMA 
TENAGA KEPIlNDIDIKAN 

I SEKOLAH DASAR - KELOMPOK JABATAN 
I FUNGSIONAL 
I 
I 

SEKSI SEKSI I SEKSI SEKSI 
PENDIDlKAN SARANA PRASARANA 

I SARANA PRASARANA PEMBINAAN GURU DAN 
I 

MASYARAKAT DAN SEKOLAH DASAR I SEKOLAH MENENGAH TENAGA KEPENDIDIKAN 

KESETARAAN I PERTAMA SEKOLAH MENENGAH 
I PERTAMA 
I 
I 
I 
I 

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAl'l I KELOMPOK JABATA./IJ KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL I FUNGSIONAL FUNGSIONAL ~ ~ I 

I 
I 

~ I I 
I Bl.JPA~ 

I UPTD I 

"" 

I 

I 

~ 
:-MALAYA, 



LAMPIRANV 
NOMOR 
TENTANG 

PERA TURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 202 1 

5 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA l 
I 

I 

r 
RUMAH SAKIT DAERAH 

1 
:- ---------------I 

r 

1 
KELOMPOK JMMTAN 

FUNOSIONhL 

I 
SEKRETARIAT I 

SUBBAGIAN 

1 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

r : - --- --- --- -- - - - - - - - , -: - ------- - - -, - - - ----- - ~h - - -- - - --- - ---- - - -- ~ I 
~ BIDANG I r BIDANG I , 

BTDANe r BIDANa \ I LAYANAN KESEHATAN FASILITAS PENDUKUNG 
, 

PENGAWASAN PENGEMBANOAN SUMBER DAYA , 
FASILITAS PELAy.<\..~ .A_~ MANUSIA KESEHATAN DAN 

LAYANAN KESEHATAN , 
KESEHATAN DAN TEMPAT US AHA PEMB ERDAYAAN MASYARAKAT , , , , , 

I 
, , 

L- K£LOMPOK JABATAN ~ '- KELOMI'OK JABA1AN 
, 

'- ~ KELOM POK JABATAN L- KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

, 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL , , , , , , , , , 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

L ,~ 
r 

QT TD L\ 'T'T 'T' A Q LVl\,f L\ T L\ V A 
UPTD 

, 
\ . 

1 



LAMPlRANVI 
NOMOR 
TENTANG 

L-

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 20 2 1 

6 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA 

I 
KE PALA 

I 
I 

SEKRETARIAT 

I 1-- --- -------- - -- -- - ---- - -
I 
I I I 
I 
I I 

I 
SUBBAGlAN 

r 
SUBBAGIAN 

I 
UMUM DAN KEUANGAN I 

I KE LOMPOK JAnATAN I I 
F'UN'(lSIO NAL. KEPEGAWAlAN I 

I 
I 
I 
I 

r ,.. ------------------1,-------------------h- --"--------- -r------ - ---1~ - - - -------- - - -----1~-------- - --------~ I 
SIDANG 

I 
r BIDANG BIDANG 

BIDANO I BlOANG BIDANO ,I JALAN DAN SUMBER DAY A AlR BANGUNAN DAN JAS PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN LI NGKUNGAN HIDUP 
JEMBATAN KONSTRUKSI KAWASAN 

~ KELOMPOK JABATAN L KELOMPOK JABATAN L- KELOMPOK JABATAN L § KELOMPOK JABAT AN L- KELOMPOK JABATAN '- KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNOSION.AL FU NGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I UPTD 
~AsmKMAT"AYA 



LAMPlRAN VII 
NOMOR 
TENTANG 

PERA TURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

7 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
S ATUAN POLISI PAMONG PRA,JA KABUPATEN TASIKMALAYA 

l KEPALA 
J 

I I 
SEKRETARIAT l 

~ 1 
·SUB BAGIAN l 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
SUBBAGlAN -::J 

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1 

BIDf\Nll' 
KETERTlBAN UMUM DAN 

KETENTERAMAN MASYARAKAT 

BIDANG 
PENEGAKAN 

PERATURAN DAERAH 

CII"f±EEffiEE~ --e---------------------1-; ------------i --:----------..,--1- ------------------------- 1 

t-=J.=;L 1 ._ ..• - I ~ I '. - . •• - " ' BIDANG 
SUMBER DAYAAPARATUR DAN 
PERLIN DUNGAN MASY ARAKAT 

KELOMi'OK JABATAN 
FUNGSIONAL 

J 
SEKSI 

KETERTIBAN UMUM DAN 
KERJA SAMA 

SEKSI 
OPERAS I DAN PENGENDALIAN 

- - -
UPTD 

J 
SEKSI 

PENYELIDIKAN DAN 
PENYIDIKAN 

L- --l 

l{ SEKSI 
PEMBINAAN, PENGAWA SAN 

DAN PENGADUAN 

I 
SEKSI 

PENGEMBANGAN KAPASITA8 
PERSONIL DAN PEMBINAAN 

MASYARAKAT 

U SEKSI 
, PERLlNDUNGAN MASYARAKAT 

'. ( -.,-
- ,; 

., 

,;,~, 

~I~ 



LAMPlRAN VIII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

8 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNCSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA 

[-UPTD J 

KE:I.OMPOK .' ,\UATAN 
Fu"QS:O~AL 

KELOM POK JABATAN 
FUNGSTONAL 

I- l 

SUBBAGIAN 

UM U M DAN 
K EPEGAWAIAN 

PERLINDUNGAN ANAl< 
i 

KELOMPOK J ABATAN 
FUNGSIONAL 

---

~
'~'-r\""""" 

..... .'.: 
~. 



LAMPIRAN IX 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2 0 2 1 

9 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 

------ -- --------- ----1 
SEKRETARlAT 

J 

I 
UMUM DAN KEPEGAWAlAN 

SUBBAGlAN J II SUBBAGlAN I 
PERENCANAAN DAN KEUANGAN! 

I ~ --- - -- - ----- - -~ ---------- -- tT---- - - ------- - - - ---------: I 
SIDANG .1 l SIDANG 1 Ii - ~IDANq- 'I ADMINlSTRASI DESA PENATAAN DAN i i'~t!~.ERD.WA,W.D~ . , 

KERJA SAMA DESA LEMBAGA •. 
KEMAS'I'AR~TM DESA 

'- KELOMPOK J ABATAN '- ~ KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 
FUNGS10 NAL FUNGSlONAL '-

FUNGS1ONAI. 

I 
I 

, //~ I , . ~ R1fi5A 'T'T /1'. UM A T A V A 
[ UPTD-



LAMPlRAN X 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

119 TAHUN 2021 

10 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOPERASI , USAHA KE CIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA 

KELOMPOK JABATAN 
fUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA 

UPTD 

KtLOMPOK JABATAH 
FUNOSIONAL 

KELOM POK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUBBAGlAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAlAN 

BIDANG 
PENGEMBANGAN DAN 

PENGENDALlAN 
PERDAGANGAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BIDANG 
SARANA PRASARANA 

DISTRIBUSI PERDAGANGAN 
DAN METROLOGI LEGAL 

I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

MALAYA, 



LAMPI RAN XI 
NOMOR 
TENTANG 

PERA TURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 202 1 

11 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KELOMPOK J A13ATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA 

----- --- --------- -- -
I 

UPTD 

KELOMPOK JABATAN 
FU~GSIONAL 

KEPEMUDAAN 

KELOM POK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 



LAMPIRAN XII 
NOMOR 
TENTANG 

12 

PERA TURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 202 1 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERI KANAN KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA I 

l 
SEKRETARIAT 

~-- - ---- -- - -- - --
I 
I 
I 
I r 
I 

I 

I SUBBAGIAN 1 I SUBBAGIAN 

I 
I 
: UMUM DAN KEUANGAN 
I KE LOMPOK JABATAN 

I PUNOSIO"AL KEPEGAWAIAN 
I 
I I 

I 

r ~---- - -- - --- - -- - - --~ ,-- - - - - ------ - ------~-r- -- -------- --:- --------.., -T -------------------:- ~ ------------------i I 

I 
BIOANG I I BlDANG I BIDANG j : I BIDANG , I I BIDANG ~ r BIDANG TANAMAN PANGAN, PENYULUHAN PRASARANA DAN : PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN PERI KANAN 

BO~l:~i~~~~AN SARANA PERTANIAN I KESEHATAN HEW AN 
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LAMPlRAN XIII 
NOMOR 
TENTANG 

PERA TURAN BUPATI TASIKMALAYA 

119 TAHUN 2021 

13 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA 

I 
KEPALA 

I I 

I 
:----------------l SEKRETARIAT 

I I 
I 
I I I 

I 
SUBBAGIAN I ~ SUBBAGlAN II I 

I UMUM DAN KEPEGAW.~lAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 
I 
I 
I 
I 
I 

I ,-- ----------- -- ~ ----- - -- - - - -II----- - -------- -- - ------- - I I 

I 
BlOANG I : N I SloANO 'I I BIDAI G PENGELOLMN INPORMASI 

PELAYANAN I PELAYANAN AoMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

PENDAFTARAN : PENCATATAN SIPIL DAN PEMANFMTAN DATA 

I 
I 
I 
I 

I I 

~ KELOMPOK JABATAN 
I 

KELOMPOK J!IBATAN l- I '- ~ KEWMPOK JABATAN -
FUNGSIONAL I FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I 
I I 

I 
I 

UPTD --------



LAMPIRAN XIV 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

14 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 

I 
I<EPALA I 

SEKRETARIAT 

I 1------- -- ------ -, , , , r I 1 , 

r 
SUBBAGIAN l f 

SUBBAGIAN , , 
KELOMPOK JAHATAN UMUM DAN KEUANGAN , , PUNosrONAL KEPEGAWAIAN , , , 

I r- - - --- .. -- - - -~----------~ t -----------------------, I 
r BIDANG I BIDANG 1 BIOANG I 

PEN ANA MAN MODAL PERIZINAN BERUSAHA KETENAGAKERJAAN 
DAN NONPERIZINAN DAN TRANSMIGRASI 

1 

~ SEKSI ~ 
L- a KELOMPOK JIUlATAN L-. KELOM POK JABATAN KETENAGAKERJAAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

L 

Y 
SEKSI I TRANSMIGRASI , , , 

I 

, 
~TP~'T'T q:-11~ , 

I UPTD I 
~_ I 

. /, , ,-'. 

~8/;:" 
'~ 

MALAYA, 



LAMPIRAN xv 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

15 

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNlKASI DAN INFORMATlKA KABUPATEN TASIKMALAYA 

SEKSI 
MANAJEMEN REKAYASA 

LALU LINTAS 

SEKSI 
PEMBINAAN, PENGAWASAN 

DAN OPERASI 

SEKSI 
BINA USAHA ANGKUTAN 

SEKSI 
JARlNGAN TRANSPORTASI 

KEPALA 

SEKRETARlAT 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

-: ~ --------~ -r ---------j- - - - - - -rr _-_-_-_-_-_-_--'.i ....... ______ -, 

UPTD 

SEKSI 
SARANA LALU LINTAS 

SEKSI 
TEKNIK PRASARANA 

ANGKUTAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

INFORMATlKA 
DAN PERSANDIAN 

SEKSI 
PERSANDlAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNQSIONAL 



LAMPlRAN XVI 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

16 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

r I(EPALA l 
I 

: -- ----- - --- --- - --- - - -1 
SEKRETARIAT 

1 
I 
I I I I 
I 

1 

SUBBAGIAN 

I 1 

SUBBAGIAN I I -H KELOMPOK .IABATAN UNiUM DAN KEUANGAN I 
I =H FUNQS1O/lAl. KEPEGAWAIAN 
I 
I 
I 

I 

1 

I r---------- ----------- --t T -- -- - --- - --- -~ -- - - - --- - --I- ~ - - ----- -- --- ---- - - - ----1i---------------- - -----~ I 
BIDANG 

II B iDANG I BiDANG I 
I 

BlDANG BlDANG 

PEREKONOMIAN DAN PEM ERlNTAHAN DAN INFRASTRUKTUR DAN PERENCANAAN, PENELlTIAN DAN 

SUMBER DAYA ALAM PEMBANGUNAN MAN USI KEWILAY.~HAN PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN 
EVALUASI 

SUBB iDANG 

i 
I 

STATlSTIK 

- KELOMPOK JABATAN '- ~ KELOMPOK JABATAN ~ KELOMPOK JABAT,\N - KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUr.'GSION.A. L FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

, 
I I I 

J\i-:LOMPOK JABATAN 

I UPTD I 
J."UNGSIONAL 

-- I 

( 

< ~. 
~" -* V l \-::::-- . I ~ 

~
; .. ,:,:-,+ 

. ,>. '" '--... '7 

~
.s :-,,~~D 

II' 0' " 

-. 



LAMPIRAN XVII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 202 1 

17 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TASIKMALAYA 

r 
KEPALA I 

:--- - - -- - ----- --- f 
SEKRETARIAT 

I , , , I , 

I 
SU B BAOlAN 

I I 
SUBBAOIAN , , 

KELOMPOK JI\DA1'AN 
UM UM DAN KEUANOAN , 

FUNOSiONAL KEPEOAWAIAN , , , , 

I r------ ---- --- --- ------l- r---------- - -:- ------ ----1;--- -- ----- ---- --------' I 
I BIDANO 11 

BIDAN G 

I 
' BIDANG : I I BIDANG 

I PENGADAAN, MUTASI DAN : PENGEMBANGAN SUMBER PENlLAlAN KINERJA 
PEMBERHENTlAN DAN 

PROMOSI 
' DAYA APARATUR APARATUR DAN 

INFORMASI KEPEGAWAIAN , PENGHARGAAN , , , , 
I 

, , 
L- ~ KELOMPOK JABATAN L- KELOMPOK JABATAN , 

L- KELOMPOK JABAT . .>.N - KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL FUNGSIONAL , 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL , , , , , 

~L~n. 
, , 

r UPTD 

I 

AYA, 



LAMPIRAN XVIII 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATl TASlKMALAYA 
119 TAHUN 202 1 

18 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASl, TUGAS DAN FUNGSl PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANlSASI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABU PATEN TASlKMALAYA 

r 
KEPALA 

:---------------i SEKRETARIAT 

, I , r 1 I 
I 

I 
SUBBAGIAN 

I 
SUBBAGIAN 

I 
I UMUM DAN KEUANGAN 
I KI!.LOMPOK JAOA'fAN , FUN0510 NAI. KEPEGAWAIAN 
1 
I 
I 

I ~-------------- - -- --I-T --- -- - -- --- - - ------~~- -- - -- - ---- -~ ----------f ~ -------------------i T - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 1 

I 
SIOANG 

1 
I SIOANG I SIOANG I I SlOANG I SIDANG I BIDANG 

ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN : ASET DAERAH PELAYANAN PAJAK PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN 
: DAERAH PENGEM~:G~"'RA~ 

I 
, 
I 
I 

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG I SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG 
I 

PENYUSUNAN PERBENDAHARAAN I PENATAUSAHAAN DAN , PEMANFAATAN DAN PELAYANAN DAN PERENCANAAN 

ANGGARAN BELANJA I SISTEM AKUNTAN SI I PENGAMANAN INFORMASI PAJAK PENDAPATAN ASU 
I DAERAH DAERAH 
I 

'-

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG 

PENYUSUNAN PERBENDAHARAAN II ANALISA DATA DAN PENATAUSAH AAN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN 

ANGGARAN BELANJA II PELAPORAN ASET DAERAH PENETAPAN PAJAK PENDAPATAN ASLI 
DAERAH DAERAH 

~ KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABAT.-\N KELOMPOK JABAT.-\N KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I 

[ UPTD 
P. Ru !A ' T MALAYA, 

r " " ~ ~.. ,~ 

~ (~",\ I~ * ~ ~_ I ~ ._,:, ~ r- . 

• ~r AD S OlANTO 

~~t 
~ 



LAM PI RAN XIX 
NOM OR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

19 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAE RAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA 

• INSTANSI 
• MASYARAKAT PROFESIONAL 

KEPALA PELAKSANA 

KEWMPOK J ASATAN 
FUNGSIONAL 

.---- - - - - - --- ------

UPTD 

KELOMPOK JABATAN 
ruNOSIOlfAl. 

KELOMPOK JABATAN 
FU1\GSIONAL 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 



LAMPlRAN xx 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2021 

20 

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA 

l KEPALA 1 

l-------------------{ SEKRETARIAT 

I 
1 

l SUBBAGIAN l 
I 

SUBBAGIAN l 
PROGRAM ANGGARAN DAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

KEU~. NGAN 

I r-- ------ ---- -,--- -------- -1r ----- - ------- - - - ----- - ---, l , 
BIDANO ' ' , BlOANG 

SlOANG 

IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN 
, 

DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL 
, POLITIK DALAM NEGERI DAN 

KEWASPADAAN NASIONAL 

BU DAY A DAN ;\OAMA 
, ORGANISASI 

DAN PENANGANAN KONFLIK 
, 

KEMASYARAKATAN , 
I , I , , , , , , 

~ 
, 

~ 
KELOMPOK JABATAN 

, 
~ ~ KELOMPOK JABATAN 

j...j FUNGSIONAL 
, L..- KEI.OMPOJ( JABATAi'I L..-

, FUNGSIONAL 
FUNGSIONAL 

, , , , , 
, , , 
, , , , 
~~T , 

L UPTD 1 ALAYA, 



LAMPlRAN XXI 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
119 TAHUN 2 021 

2 1 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAE RAH 

STRUKTUR ORGANISASI 
KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA 

I 
CAMAT l 

l 
SEKRETARIAT 

I ------------------- -- ---- -- --

"1 
r 

I 
SUBBAGlAN 1 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 
I SU8BAGIAN /1 

~ ------------------t -:------------------------t -:- ------------- ---- --- -i - ~ - ------ - --- - - - - --------~ 1 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

KELOMPOK JABATAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KETENT ERAMAN DAN 
FUNGSIONAL DESA, EKONOMI DAN KETERTIBAN UMUM 

PEMBANGUNAN 


	4
	PERBUP NOMOR 119 TAHUN 2021

